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Monitoring Pemkot

B 1.400 Aset Lahan Belum Bersertifikat

SINGKAWANG, TRIBUN
-Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) menemukan se-
banyak 1.400 persil aset ta-
nah milik Pemerintah Kota
Singkawang belum memiliki
sertifikat dan belum masuk
dalam neraca keuangan, se-
hingga berpotensi berpindah
tangan.

Kepala Satuan Tugas Kor-
wil 1 Koordinasi dan Su-
pervisi Pencegahan KPK RI
Edi Suryanto mengatakan,
temuan di Pemkot Singka-
wang ini berdasarkan kegi-
atan monitoring dan evalu-
asi optimalisasi penerimaan
daerah untuk upaya pence-
gahan korupsi di Pemerin-
tahan Kota Singkawang.

“Berdasarkan pantauan
kami masih ada permasa-
lahan menyangkut sertifika-
si lahan aset di Pemerintah
Kota Singkawang. ‘Sebanyak
1.400 persil aset tanah Pem-
kot Singkawang masih belum
memiliki sertifikat, hanya me-
miliki Surat Kepemilikan Ta-
nah (SKT),” kata Edi di Kota
Singakawang, Kamis (16/7).

Karena itu, KPK mendo-
rong percepatan program le-

galitas kepemilikan aset ini,
sehingga semua aset milik
Pemkot Singkawang dapat
terlindungi. Dalam pendam-
pingan ini, KPK akan meng-
identifikasi lebih dalam ter-
kait aset-aset pemkot yang
sudah dikuasai pihak lain.

“Meski belum berserti-
fikat bukan berarti tidak
resmi. Cuma kami (KPK)
mendorongnya agar punya
sertifikat. Kita kan ada pro-
gram PTSL (prona), masak
pemerintah daerah gak bisa
ngurusin tanahnya sendiri,”
ungkapnya.

Menurut Edi, persoalan
tersebut tentu sedikit ba-
nyak bisa berpengaruh ter-
hadap predikat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kalau di BPK mengakui
SPT, tetapi kalau di KPK
hanya mengakui sertifikat,”
ujarnya.

Ia mencontohkan, seper-
ti di Kabupaten Mempawah
yang berkomitmen sanggup
dalam empat tahun selesai
mensertifikasi asetnya seba-
nyak 2.000 lebih aset.

“Itu komitmen mereka me-
nargetkan 2024 selesai, da-

lam empat tahun bisa sele-
sai, saya yakin Singkawang
juga pasti bisa,” ungkapnya.

.la menerangkan di Kota
Singkawang, dari 1.400 aset
yang belum bersertifikat,
selain tanah juga terdapat
bangunan. “Yang paling ba-
nyak itu bangunan sekolah
dasar dan puskesmas,” ung-
kapnya.

Bahkan ia menuturkan
masih terdapat permasalah-
an aset antar kabupaten se-
perti berberapa aset yang su-
dah digunakan untuk Sing-
kawang namun masih atas
nama Kabupaten Sambas.

Monitoring

Sebelumnya Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) RI, Lili Pintauli
Siregar bersama Kasatgas
Korwil VI Pencegahan KPK,
Edi Suryanto melakukan
kunjungan kerja ke Kota
Singkawang dalam rangka
monitoring terhadap Pem-
kot Singkawang, Kamis
(16/7)

“Kedatangan kita ke Sing-
kawang dalam rangka moni-
toring bersama Korsubgah
untuk melakukan pendam-

pingan terhadap Pemkot
Singkawang,” ujar Lili Pin-
tauli Siregar.  °

Ia menuturkan, penda-
pingan tersebut bertujuan
untuk memastikan saran
dan rekomendasi dari KPK
RI kepada pemerintah dae-
rah itu dapat dijalankan de-
ngan baik.

“Di KPK itu sendiri ada
sembilan-Korwil, dan mem-
bawahi 500 lebih pemkot
dan 34 povinsi. Hari ini kami
ada di Kota Singkawang, tim
yang lain ada di Gorontalo
dan daerah lain melakukan
hal yang sama,” jelasnya.

Ia menuturkan Pemerin-
tah Kota Singkawang sangat
luar biasa, hal tersebut ia
sampaikan mengingat pres-
tasi yang telah ditorehkan
Pemkot Singkawang untuk
rencana aksi pencegahan
korupsi yang berada diurut-
an pertama.

Beberapa item sempat ia
tekankan kepada Pemerin-
tah Daerah, seperti bagaima-
na upaya pemerintah daerah
dalam meningkatkan Penda-
patan Asli Daerah (PAD) agar
bisa lebih baik. (kie)
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i : : | - TRIBUN/KIE
MEDIA - Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar menemui awak media sesaat acara koordinasi
pemberantasan korupsi terintegrasi di Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (16/7).
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